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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

           Berlakunya otonomi daerah,pada dasarnya merupakan wujud dari pelaksanaan 

amanat yang terkandung di dalam UUD 1945 dan sekaligus juga merupakan bagian dari 

pembangunan sistem pemerintahan dan demokratisasi dalam kerangka pembangunan 

nasional secara keseluruhan,yang pada hakekatnya semua itu ditujukan dalam rangka 

untuk semakin  mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara 

menyeluruh 

          Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia terutama sejak 

Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Esensi kebijakan 

otonomi daerah  yang bergulir dewasa ini menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik 

berat otonomi,nampaknya telah membawa perubahan  dalam pelaksananaan pemerintahan 

di daerah.Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebh luas Dalam 

penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan di daerah. Hal tersebut membawa angin baru 

bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan 

setiap daerah dapat mengupayakan perbaikan kualitas perekonomian kesejahteraan dan 

kualitas kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan serta pemberian pelyanan publik 

yang semakin baik 

           Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh 

pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, Serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah.Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah 

Daerah di harapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk 

memenuhi kebutuhan  pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD).Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan 

lebih berdaya guna. 

           Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah. Diterangkan dengan jelas bahwa sumber pendapatan 

daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan yang lainnya yang merupakan 

pendapatan asli daerah yang sah. Selain pendapatan asli daerah, pada pasal 6 Undang-

undang No. 33 tahun 2004 terdapat dana perimbangan dan lain-lain yang merupakan 

pendapatan daerah yang sah. 

           Pasal 6 dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa salah 

satu pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari empat 

macam sumber . Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tadi, yang paling dominan 

memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PAD adalah pendapatan yang berasal dari 

pajak daerah 

          Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. 

Diterangkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air, kemudian terdapat bea balik nama kendaraan bermotor dan 

Kendaraan di atas air serta terdapat pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kekayaan daerah jika 

digali secara optimal dan berusaha untuk terus ditingkatkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku akan dapat membantu pemerintah daerah  dalam 

melaksanakan otonomi daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yang dapat di tingkatkan 

penerimaannya,yaitu melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor. 
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           Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Selatan 

masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terjadi di dalamnya seperti biaya pajak 

yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, karena bukan rahasia umum lagi jika 

pembayaran pajak kendaraan bermotor sering terjadi pungutan-pungutan liar. Hal ini 

terjadi dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang bagaimana cara penghitungan 

pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan yang kita miliki saat ini bisa jadi setiap 

tahun nya menurun namun dikarenakan masyarakat tidak mengerti bagaimana itu terjadi 

maka bisa jadi pada saat masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor tidak sesuai berapa yang seharusnya di bayar. Dan hal ini lah yang bisa 

menimbulkan pungutan-pungutan liar. Belum lagi terdapat calo- calo yang 

mengatasnamakan diri sebagai biro jasa untuk membantu masyarakat dalam pembayaran 

pajak kendaraan. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia dipungut 

dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang dikenal dengan sebutan 

SAMSAT. 

“ Sejumlah pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak membayar PKB di 

Samsat Kabupaten Banyuasin terpaksa harus tertunda dikarenakan sepekan tidak 

dapat diakses layanan internet untuk pembayaran pajak dikarenakan surver induk 

yang bermasalah yang menyebabkan masyarakat mengantri panjang untuk 

membayar pajak kendaraan, hal tersebut membuat seluruh masyarakat yang sudah 

jauh-jauh datang terhambat untuk membayar pajak mereka.” 

Sumber : www.Fokus-sumsel.com (Sepekan pelayanan di Samsat Banyuasin 

terganggu) 

 

          Keterlibatan tiga instansi yaitu pihak Kepolisian Daerah, Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) dan PT. Jasa 

Raharja (Persero) dalam pemungutan  pajak kendaraan bermotor dalam kantor bersama 

samsat adalah upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna 

dan berhasil guna sejalan dengan esensi otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan 

dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, namun disadari bahwa sasaran efisiensi 
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dan efektifitas melalui pelayanan secara terpadu hanya dapat dicapai  apabila masing-

masing instansi yang terkait dapat melakukan aktifitas secara serasi dan bertanggung jawab 

menurut misi yang di emban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib 

pajak. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah sebuah induk dalam mengelola 

pajak daerah di tiap-tiap provinsi, karena luasnya wilayah maka untuk mengatur tentang 

pajak kendaraan bermotor di bentuk lah Unit Pelaksana Teknis Badan pada masing-masing 

wilayah Kabupaten/Kota.  Di wilayah Sumatera Selatan sendiri terdiri dari 17 Kabupaten 

/Kota yang kemudian di bentuk la Unit Pelaksana Teknis Badan Pada masing-masing 

Kabupaten/Kota. 

           Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna 

mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan 

otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pada Bab III Pasal 4 yang 

menjadi objek pajak yaitu objek PKB yang merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah, kemudian yang dimaksud dalam pengertian 

kendaraan bermotor yang dimaksut pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta 

gandengannya yang dioperasionalkan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor 

yang dioperasionalkan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 ( lima Gross Tonnage ) sampai 

dengan GT 7 ( tujuh Gross Tonnage ) dan pada Bab III Pasal 5 yang menjadi subjek pajak 

yaitu subjek PKB yang merupakan oran pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai 

kendaraan bermotor selain itu terdapat wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki kendaraan bermotor dan dalam hal wajib pajak badan yang berkewajiban 

perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. 
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Data Piutang Hasil Audit BPK di UPTB Samsat Banyuasin 

Tahun 2014-2017 
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        Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Bab III Pasal 4 dan 5 

setiap kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan harus membayar pajak 

pertahunnya di kantor samsat yang telah disiapkan oleh pemerintah di tiap-tiap 

kabupaten/kota bahkan tidak hanya itu di setiap kabupaten/kota yang mempunyai wilayah 

luas dan tersebar maka akan dibentuk kantor Samsat Corner atau samsat keliling. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak di 

kantor samsat. Seperti contoh di Kabupaten Banyuasin terdapat beberapa kantor yang bisa 

digunakan untuk masyarakat membayar pajak, tidak hanya di Pangkalan Balai. Dengan 

wilayah yang sangat luas dan terbagi-bagi masyarakat yang berada di Kabupaten 

Banyuasin akan sangat sulit untuk mencapai kantor utama samsat di Pangkalan Balai. 
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Seperti kita tahu Kabupaten Banyuasin hampir sebagian mengelilingi Kota Palembang 

seperti di Daerah Kenten, Sungai Gerong, Tanjung Api-api dan Rambutan. Sebenernya 

pemerintah telah sadar bahwa masyarakat akan sangat sulit untuk menjangkau kantor 

samsat di Pangkalan Balai, maka dari itu, di buat titik-titik daerah yang jauh dari ibukota 

Banyuasin untuk di tempatkan samsat corner maupun samsat keliling. Setelah masalah ini 

selesai muncul lah masalah baru yaitu pada kenyataannya masih sedikit masyarakat wajib 

pajak yang datang ke Kantor Samsat maupun Samsat Corner di Kabupaten Banyuasin 

dikarenakan  masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak kendaraan, 

hal ini yang seringkali membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak dan lebih 

memilih untuk menjual kembali kendaraan mereka yang mati pajak atau membawa 

kendaraan mereka ke desa yang jarang dijangkau oleh pihak kepolisian dibandingkan 

untuk membayar pajak. Selain itu  masyarakat beralasan bahwa mereka banyak yang tidak 

sanggup membayar pajak kendaraan bermotor yang dinilai terlalu tinggi. Kemudian yang 

menjadi penghalang bagi setiap masyarakat yaitu mengenai penghasilan yang tidak 

menentu dikarenakan sebagian masyarakat bermata pencarian hanya mengandalkan harga 

jual karet hal tersebut lah yang membuat adanya masalah dalam proses pembayaran Pajak 

Kendaraan bermotor dikarenakan kondisi keuangan masyarakat yang tidak menentu. 

“ Wujudkan pelayanan cepat dan hemat kepada masyarakat wajib pajak kendaraan, 

Samsat Banyuasin melakukan sistem jemput bola dengan kendaraan Samsat 

keliling sistem online areal khusus Pemkab Banyuasin. ’’ 

Sumber : www.halosumsel.co.id/jemput-bola-samsat-banyuasin-datangi-wajib-

pajak/  

          Padahal pemerintah telah melakukan upaya-upaya pencegahan agar masalah 

pemungutan pajak  tersebut dapat diminimalisir. Seperti sistem jemput bola maupun 

diadakannya pemutihan untuk denda bagi yang belum membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Banyuasin. 
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 “ Dinas pendapatan provinsi Sumsel sejak tanggal 01 september 2018 telah 

memberlakukan pemutihan pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kabupaten / Kota 

sesumsel termasuk di Kabupaten Banyuasin. Kasi pendataan dan penagihan samsat 

Banyuasin Feri Apandi mengatakan pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak terlebih yang menunggak pembayaran, 

dikarenakan sampai saat ini masih banyak masyarakat di Kabupaten Banyuasin 

yang masih  belum sadar akan kewajiban mereka yaitu membayar pajak kendaraan 

dan memahami penetapan pajak kendaraan mereka yang disebabkan karena 

kurangnya pemahaman serta keinginan untuk membayar pajak seperti belum 

memahami pentingnya pajak kendaraan itu sendiri.” 

Sumber : www.Detak-Palembang.com ( Kendaraan mati pajak segera urus 

pemutihan ke Samsat Banyuasin)  

 

         Berdasarkan data yang ada mengenai permasalahan penetapan pajak, penelitian ini 

dilakukan untuk membahas tentang bagaimana cara pemungutan pajak kendaraan bermotor 

yang telah diterapkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat mengetahui 

berapa pajak yang mereka keluarkan untuk dibayar pada negara sehingga, masyarakat 

dapat lebih memahami pentingnya biaya pajak yang harus dibayarkan. Setidaknya dengan 

begitu dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat itu sendiri mengenai seberapa 

pentingnya membayar pajak kendaraan dan melekatkan sistem transparan yang telah 

ditetapkan oleh pihak Samsat Kabupaten Banyuasin dalam menangani permaslahan pajak 

yang ada di Kabupaten Banyuasin tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, 

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perda 

Sumsel No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin ? 

C. Tujuan penelitian 

          Untuk Menjelaskan Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka 

Perda Provinsi Sumsel No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten  Banyuasin.  



9 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan  Ilmu 

pengetahuan dalam Administrasi Negara, yaitu pada pemikiran bagi 

masyarakat wajib pajak 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian transportasi bagi 

pemahaman mengenai wajib pajak yang telah diterapkan 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai  

Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Sumsel No 3 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah 

b.    Penelitian ini juga dapat memberikan tambahan rujukan atau referensi bagi 

Badan Pendapatan Daerah UPTB Banyuasin dalam penerapan mekanisme 

dan kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku : 

Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 

 

Agustino, Leo. 2014. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.  

 

Arifin, Zainal. 2014. Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta : PT. Grasindo 

 

Alfianika. 2015. Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia. : Yogyakarta: CV Budi 

Utama 

 

Cahya, Dwi, Agus. Ejaan Yang Disempurnakan. Surabaya : Terbit Terang 

 

Daymon, Christine. 2002. Metode-Metode Riset Kualitatif dan Public Relations dan 

Marketing Communications, Yogyakarta : Bentang 

 

Endraswara. 2009. Metodologi Penelitian Folklor.Yogyakarta : Medpress 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. Palembang: Universitas Sriwijaya.  

 

Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 

 

Martono, Nanang. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 

 

Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : ALFABETA 

 

Purwanto, sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media 

 

Sandu Siyoto, 2015.Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Yogyakarta: CV. Andi Offset 

 

Sugiono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. 

 

Tarigan, Guntur, Henry. 1986. Pengajaran Ejaan Bahasa Indonesia. Bandung : Angkasa 

 

Wulandari, Iryanie. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Sleman: CV 

Budi Utama 

 

Web : 

www.Fokus-sumsel.com (Sepekan pelayanan di Samsat Banyuasin terganggu) 

www.rmolsumsel.com ( Samsat ajak masyarakat laporkan pungli ) 



65 
 

 
 

www.Detak-Palembang.com ( Kendaraan mati pajak segera urus pemutihan ke Samsat 

Banyuasin)  

 

Dokumen : 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


